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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 

TENTANG BES (RAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN 

RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL 

Menim| bang 

    

KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN GORONTALO 

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
A 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa berdasarkan perhitungan Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo dalam kategori sedang, maka Dana 

Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif 

dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota 

DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan wakil 

Ketua DPRD yang telah ditetapkan dengan Bupati 

Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017, perlu dilakukan 

perubahan guna penyesuaian dalam pelaksanaannya, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, 

 



Mengingat 

    

Lp, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Heri 

 



  

  
Menetapkan : 
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional, 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 

Nomor 3), 

.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 16), 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 

TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN 

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN GORONTALO. 
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Pasal I 

berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 

Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif 

dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta 

Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 

Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 82 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

an Tahun 2018 Nomor 82), diubah sebagai berikut: 

Es 

  
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 

2. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pan DPRD adalah sebesar Rp. 10.500.000,00, 

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang 

DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota 

DPRD. 

Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 3 (tiga) masa persidangan. 

Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada 

persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD 

dilakukan tanpa masa reses. 

Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

kali reses. 

  

 



  

(S) 

(6) 

Peratur: 

Agar setiap orar 

Aa 

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melakukan reses 

diberikan tunjangan reses, 

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana diamksud pada ayat (6) diberikan 

sebesar Rp. 10.500.000,00 setiap 1 (satu) kali reses, 

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

Besaran Dana Operasional Ketua DPRD adalah sebesar 

Rp. 

sebesar Rp 4.200.000,00 setiap bulan. 

8.400.000,00 setiap bulan dan untuk Wakil Ketua DPRD 

Pasal II 

an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

1g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Bupati ini 2 penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kg 

Diundangkan di 

pada tanggal 31 

Disahkan di Limboto 

pada tangga 

    
Limboto 

Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

BERITA DAERAH   ((HADIYAH U. TAYEB 

- 

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 79 

 


